
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR :502 / BAPENDA/ 2020 

TENTANG 

PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, 
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KETERLAMBATAN 

PENDAFTARAN FISKAL MASUK KENDARAAN BERMOTOR 
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap 
pajak kendaraan 

bermotor dalam masa pandemi Covid-19 perlu dilakukan 
Pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan 

Bermotor dan
Kendaraan 

kewajiban dalam melakukan pembayaran 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 
Keterlambatan Pendaftaran 
Bermotor Di Provinsi Kalimantan Barat; 

Fiskal Masuk 

b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19 
dengan memberikan perpanjangan waktu bagi Wajib Pajak 
yang telah jatuh tempo dan menjaga pembatasan jarak pada 

pelayanan Samsat di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 
selama status keadaan tertentu darurat bencana wabah 
penyakit akibat virus corona di Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat la Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, 

memberikan 
pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat 
tertentu. Selanjutnya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Kendaraan 
memberikan pengurangan, 

keringanan, pembekuan dan pembebasan pajak, meliputi 

bunga maupun denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

menyebutkan bahwa Gubernur dapat 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Gubernur Bermotor, 

pokok pajak 

Nama Kendaraan Bermotor; 

dapat 

dan/atau denda administrasi baik 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka Pemberian 
Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Keterlambatan 
Pendaftaran Fiskal Masuk Kendaraan Bermotor Di Provinsi 
Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan; 



Mengingat :1. Undang-Undang Tahun tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 

Nomor 25 1956 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang 
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5950); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang 
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74); 

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3); 

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan 

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9); 



10. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 nomor 13); 

11. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 
Nomor 66); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 
KESATU Memberikan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor Dan 
Keterlambatan Pendaftaran Fiskal Masuk Kendaraan Bermotor Di 
Provinsi Kalimantan Barat kepada Wajib Pajak, dengan masa 
jatuh tempo mulai tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 29 Juni 
2020. 

Batas waktu pembayaran oleh Wajib Pajak yang jatuh temponya 
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sampai 
dengan 31 Desember 2020. 

KEDUA 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat wajib melaksanakan Sosialisasi Pemberian Pembebasan sebagaimana 
dimaksud pada Diktum KESATUu. 

KETIGA 

KEEMPAT 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal 29 Mei 2020 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

SUTARMIDJI 
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